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PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK TURK!
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN
PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Turkt dan Peinerintah Repriblik Indonesia

BERHASRAT mengadakan sualu Persetujuan mengenal pengnindaran pajak berganda dan penceganan
pengelakan pajak yang bethubungan dengan pzjak atas penghasiian.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1
ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Persetujuan Ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua
tegara pinak pada Persetujuan.

Pasal 2
PAJAK-PAJAK YANG DICAKUP DALAM PERSETUJUAN NI

1 Persetujuan ini berlaky terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan aleh rnasing-masing
Megara pitak pada Persetujuan, alau bagian kefalanegaraannya atau pemerntah daerahnya, tanpa
memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut. .

2 Dianggap sebagai pajak-pajak alas penghasian adalal senwa pajak yatyg dikenakan alas seturuh
penghasilan atau bagian-bagian penghasilan, termasuk pajak-pajak alas keuntungan yang diperoleh darn
penindahtanganan hara gerak alau hara tak gerak, pajalc atas yajt dan upatt yarig dibayar oleh peiusahaan.

3 Persetijuan irn akan diterapkan terhada) pajak-pajak yang betlaky sekarang iny, yailu
a) i Turke
i) pajak penghasdaa,
i)  pajak penghastian atas badan;
it)  pungutan tambahan atas pajak penghasilan dan pajak penghastlar badan;
(selantnya disebit sebagal “rajak Tirki™);
L) i Indonesia

pajak  penghasilan yany dikenakan beidasarkan Undaig-undany  Pajak  Penglasian 1984
(Urwang-undang Momaos 7 Talun 19873 sebagmmana tetaty diubaty,

(selanuinya disebiut sebagal “najai indonesia’)

4 Persetujuan i akan berlaku fila terhadap setiap pajak yang serupa alau pada hakikalnya sama yang
Uikeriskan setelah lanqgal penandatangatian Perseluiuan du sebagal lainbahan lernadap, alau sebaga
Penggant dan, pajak pajak yang bellaku sekarang Pefabal-pwjabal yang berwenarng dan kedua Megara pihak
pada Perselujuan akan saling membentahiukan salu sama lan nengenal seltap perubahan-peiubahat penting
yang lerjadi dalam perunoang-undangan perpajakan mereka
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Pasal 3
PENGERTIAN-PENGERTIAR UMUM
1. Kecuali jika dari hubungan kalimatniya harus diarikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan i
dengart

8) i) istlah "Turki” Lerari wilayah Turki, 1aul wilayah, demikian juga wilayah perairan dimana Tutki

mesmilk junsdiksi alau hak-hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi, eksplodasi, perlindungan
dan pergelolaan sunber alain, menunit wikiun inlemasinnal

u) stilah “Indonesia” mehpuli witayah Republik Indonesia dan daerah sektainya di mana
Republik Indonesia memiltki kedautatan, hak-hak kedautatan atau yurisdiksi sesuas dengan
hukurn ternasionat

b) istilah 'MNegara pihak pada Persetujuan” dan "Negara pihak pada Persetujuan lawrnya” berarti
Indonesia atau Turki, ferganiung pada hubungan kalimatnya;

¢) isblah "pajak” berari seliap pajak yang dicakup datam Pasal 2 dari Persetujuan ini;

d) istilah "orang/adan” melipuli orang pnbadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan
atau badau-badan,

e) islilah “perseroan” berarti setiap badan hukum alau setiap entitas yang untuk lujuan pemungutan
pajak yang diperlakukan sebagai sualu badan hukum;

f)  istilah “kantor yang lerdaftar" berarti kantor pusal menurut hukum yang didaftarkan sesuai
Undang-ungang Hukum D2qang Turki alau tlempat didinkan menurut Undang-undang Indonesia;

g) Istilah warganegara berarti.

i) seliap orang pribadi yang menjadi warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan;
il) seliap badan hukum, persekutuan dan asosiasi yang mendapatkan slatusnya dari peraluran
perundang-undangan yang berlaku disuatu Negara pihak pada Persetujuan;

h) istiah “perusahaan dan suatu Negara pihak pada Persetujuan” dan “perusahaan dari Negara
pihak pada Persetujuan lannya” berari Defturul-lurul suatu perusahaan yanyg dijalankan oleh
penduduk dar suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dyalankan oleh
penduduk dari Negaia pihak pada Persetujuan lainnys,

iy istilah “pejabat yang berwenang” herarti

an Turki, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah, dan
di Indonesia, Menten Keuangan alau wakiliya yang sah,

)] istlah “lalu lintas internasional” beranti setiap pengangkutan oleh kapal laut alau pesawat udaia
yang diiakukan oleh penduduk darn suatu Negara pihak pada Perselujuan, kecual jika kapal atau
pesawal udara Wt semata-mala dioparasikan antara lempal-lempal di Negara pihak pada
Persetujuan lainriya

2 Sehubungan dengan peneraparn P2arsetujuan ini oleh salah salu Negara pihak pada Persetujuan, sehap
isttlaly yang Uidak diutnuskan mempunyal atll inenural peiutdaniy-undangan Megata (U sépatyany itenigenost
pajak-pajak yang diatul dalam Perselujuan i, kecuall Jika dan hubungan kalimalnya haius diattika lain
Pasal 4
PENDUDUK
1. Untuk kepentingan Perselujuan ing, 1stifah “benduduk sualu Megara pihak pada Persetujian” berarti

scligp wvrary dan badan, yany tnenurut peiuidang-unidangan Neyata (€sebul dapal dikenakat pajak dJi
Negara itu berdasarkan dormisilinya tempal kediamannya, lempat tewdafiamya, kedudukan kantor pusaliya,
lernpal kedudukan manajemennya ataupun atas dasar latnya yang sifstnya senupa
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2 Jika sesenrang  menurut kelentoan-kelentuan pada ayal 1 memjadt pendndik di kedia Mepgara pihak

pada Perselujuan, maKa statusnya akan dientukan sebagal Denkul’

{a)

)

(d)

ia akan diangpap sebagai penduduk Negara di mana 1a mempunyal lempal tinggal tetap yang
lersedid bayginya, apabila 1a meinmpunyal lenipal lingyal l6lap yany tersedia Ji kedua Negara, s
akan dianggap sebagal penduduk Negara o mana lerdapal hubungan-hubungan pribadi dan
ekonami yang letih eral (pusal kepentingan-kepenlingan pokok),

pka Negara ch mana pusal kepentingan-kepenlingan pakoknya tidak dapat ditentikan, alau jka ia
tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah salu Negara, maka 18 akan
dianggap sebagal penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam,

jika i@ mempunyal tempat kebrasaan berdiam Ji kedua Negara alau sama sekalt lidak
mempunyainya di kedua Negara tersebut, maka 1a akan dianggap sebagai penduduk Negara
dimana ia menjadi warganegara,

jika 182 menjach warganegara darn kedua Negara atau sama sekall tilak mempunyainya di kedia
Negara maka pejabal-pejabat yang berwenany darn kedua Negara pihak pada Persetujuan akan
menyelesaikan masalah lersebul berdasarkan persetujuan beisama.

3. Apalila Lerdasarkan kelenluan-kelentuan ayat 1, sualu badan mempunyai teinpal kedudukan di kedua
Negara pihak pada Perselujuan, maka pejabal berwerang dan Negata pihak pada Persetujuan akan
menyelesatkan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama

Pasal §
BENTUK USAHA TETAP

1 Untuk kepentingan Persefujuan in1 istilah "bentuk usaha letap” berani suaty tempat usaha ietap di
mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dyalankan

2 Istilah "bentuk usaha tetap” terytara mehiputt

(a) sualu lempal kedudukan mansjemen,

(b) suatu cabang,

{c) suatu kantor,

(d) suatu pabrik,

(e} suaty bengkel; dan

) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalan atau tempat pengambilan
sumber daya alam

3 Istilah “bentuk usaha letap" juga mehpult

{3) sualy bangunan atau sualu proyek fonstrukst, perakitan  alau wistalast atau  kegiatan
pengawasan yang ada hubungan dengan progek tersebuf, telap henya apabila bangurisn,
proyek atau kegiatan lersebut beraian o satu egara pinak pada Hersetujuan untuk masa letah
daf enam bulan,

(b) Pembenan fasa lermasuk jasa konsullan yaig diakukan oleh suatu perusahaan melatul
karyawannya atau orang lain yang dipekerjakait olen perusahaan tu untuk tujuan tersebut, tetap
hanya apabtla kegiatan teisebut berlangsung (unfuk proyek yang sama alau ada kanannya)
dalam negara untuk masa alau masa-masa yang heromial lelah dan 183 han dalam jangka
wahklu dua belas bulan

4 Menytmpang dan kelentuan-ketentuan sebeiumnnya dan Pasal ini, istifalh "benfuk usaha {etap” tidak
mehpuli

(a) penggunaan  fasiitas-fasifitas  semata-mala dengan maksud untuk menyimpan  atau
memamerkan barang-baiang atau harang dagangan miik perusahaan,

(V] pengurusan suatu persediaan barang-barang slau batang dagangan mihk peiusataan semala-

mala dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan,
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() pengurusan sualu persediadn batang-baiang atau batang dagangan rilk perusahaan sernata
mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahiaan lain,

(d) pengurusan suatu tempat terentu semata mala dengart maksud untuk pembeihian barang-
barang atau barang dagangan atau untuk mengumpudkan informast bagt kepestuan perusahaan,

(e) pengurusan suatu tempat terteniy semata-mata dengan maksud untuk fujuan lainnya yang
bereifat persrapan atau penunjang untuk kepentingan perusahaan,

U] pengurusan sualu tempal lerlentu semata-mata dilujukan untuk melakukan gabunigan kegiatan-
keglatan sepert) disebutkan pada sub-ayat (a) sarmpar dengan sub ayal (e), asalkan hasit peng-
gabungan kegiatan hegiatan lersebut bersifal persiapan atau penunjang

5 Menyimpang dan helenluan ketentuan ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan, kecualt agen yang
bertindak bebas sebagaimana berlakhu ayat 6, bertindak di suatu Negata pihak pada Persctujuan atas nama
perusahaan yang berkedudukan dr Megara lainnya pada Percelujuan, maka perusahaan tersebut dianggap
rmemiiki bentuk usaha tetap di Negaia yang disebutkan peltamea atas kegialan-kegiatan yang dilakukan oleh
orang atau badan tersebut, pka 1a

a) mempunyal dan biasa melakukan wewenang untuk menutup kontrak- kontrak atas nama
perusahaan tersebut, kecual kegratan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dalam ayal 4
yang meskipun dilakuhan melaluy suatu tempat usalia letap, tempat tersebut bukan merup.akan
benluk usalia tetap sesual dengan ketentuan ayat tersebut, alau

(b} hidak mempunya wewenang seperti u, lelapr biasa melakukan pengurusanr persediaan barang-
barang atau barang dagangan di Negara yang disebul perlama i mana secara leralur 1a
menyerahkan barang-barang otas nama perusahaan tersebut

G Sualu perusahiaan lidak ahan dianggap mempunyal suatu bentuh usaha letap i Hegara pihak pada
Persetujuan hanya semata-mata karena perusahiaan itu meryalankan usaha di Negara itu rnelalul makelar,
komistoner umum, atau agen lainnya yang berindzk bebas, sepanjang orang atau badan tersebul berhindak

Jalam 1angka hegtalan usahanya yang laziun

7 Jika suatu perseroan yang berketudukan d sualu Megara pihek pada Persetujuan menguesai atau
aikuasal oleh perseroan yang berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan fainnya ataupun mefjalankan
usaha di Negara pthak lainnya ttu (haik melalur suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain),
maha hal itu hidak dengan send)nnya ahain berakibal bahwe salah satu dan persefoan Hu mefupahan Lentuh

usaha tetap dan yang lainnya

Pasal 6
PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK

1 Pernighasilan yang diperoleh seorang penduduk dan suatu Negara pihak pada Persetujuan dai) hara tak
yerak (lennasuk petyhasian yary dipetolely dan perdiian alau pethutanan) yary berada Ji Negaia pilak
pada Persetujuan lannya dapat dikenakan pajak Ji Negara lamn tersebut

2 Istilah "naita 1ak gerak" akan mempunyar arl! sesuar dengan peruncang-undangan Megara phak pada
Petseliguan di inana harla yang bersangkidan berada ishiah tersebut melpuli jiga benda-benda ikutan dan
harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertarnan (lermasuk pemeliharaan dan
pengembangan kan) dan perhulanan, hiak-hak tefhadap mana beifaku Keteniuan-ketentuan galam hukum
umum mengenar peniltkan atas lahan, hak memungut hasit atas harla tak gerak, serla hak atas pembayaran-
pembayaran lelap alau varabel sebayal Lalas jasa unittik pengerjaan, dlau hak untuk mengetjakan kandungan
mineral, sumber-sumber dan sumber-sumber daya alain lainnya kapal laul, perahu dan pesawat udara tidak
dianggap sebaga harta tak gerak

k} Kelentuan-ketenfuan pada ayat 1 berlaku juga lerhadap penghasilan yang diperoleh dan penggunaan
secara langsung, dan penyewaan, atau darl penggunaan dengan cara lain atas harta tak gerak

4 Keteniuan-ketentuan dalam ayal-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan dan harta tak gerak
sualu perusahaan dan tethadap penghasilan dan hatta lak yerak yanyg digunakan dalam menjalankat
pekerjaan bebas
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Pasal 7
LLABA USAHA

1 Keuntungan suatu perusahaan dan Megara pthak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di
Negara itu kecuah jika perusahaan itu menjalankan usaha di Megara pihak pada Persetujuan fainnya melalu
sualu bentuk usaha lelap Apabila perusahaan lersebut menjalankan usehanya sebsgai dimaksud di alas,
maka labe perusaliaan du dapat dikenakan pajak di Negara tainnya tetap hanya atas bagian laba yang berasal
dan bentuk usaha tetap tersebut.

2 Dengan memperhatikan ketentuan-kelentuan ayat 3, pka suaty perusahiaan dan suatu Negara pihak
pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pthak pada Persetujuan lainiiya mefalul suatu bentuk usaha
letap yang berada di sana, maka.yang akan diperhitungkan sebagai faba bentuk usaha letap itu oleh masing-
masing negara lalah laba yang diperolehnya seandainya benluk usaha fetap lersebul merupakan suatu
perusahaan yang lerpisah dan bertindak belias yang melakikan kegialan-kegiatan yang sama alau seriipa,
dalam keadaan yang sama alau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan
perusahaan yang memiliki bentuk usaha fetap fu

3 Dalam mernentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-teaya yang
dikeluarkan urituk kepentingan usaha dan bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-
biaya admirusirasi urnum baik yang diketuarkan ot Megara di mana bentuk usaha tetap i berada ataupur: di
tempat lain Namun demikian, tidak diperkenankan uniuk dikurangkan lalah pembebanan biaya dan kerugian
dan kantor pusat alau hentuk usaha telap lannya yang bearada o huaf negen dan sebaliknya pembayaran olels
bentuk usaha tetap kepada kantor pusat dan perusahaan atau benluk usaha lelap lainnya mik kanlor pusat,
berupa royall, bunga, komisi atau pembayaran sejerus lainnya

4 Tidak ahan ianggap sebagat lzba dan suatu bentuk usaha lelap dan kegatan yang semata-rmala
melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan uniuk perusanaarn

5 Jika dalam jumiah laba termasuk bagian-bagian penghasian yang diatur secara lersendut pada pasal-
pasai lain dalam Persetujuan it make ketentuan pasal-pasal lersebut hdsk ahar lerpengarnits Gleh kelentuan-
ketenluan pasal 1

Pasal 8
PENGANGKUTAN LAUT DAN UDARA

1. Keuntungan yang diperaleh perusataan dart Negara pihak pada Persefujuan dan pengoperasian kapal
kapal alau pesawdl udaia Ui Jalur latu linlas #idengstonal hanya akan dikenakalt pajak Ui Negara itu

2 Untuk keperluan Pasal i, keuntungan yang diperoleh suaty pelusahasn dan suatu Meqara pihak pada
Persetujuan dan pengoperastan kapal kapal alau pesawal udara di jalur lahs intas inteinasional akan termastk
pula keuntungan datem ail) fnas yang dipeioleh dan penggimaan atati penyewaan konlainer-kontanes, apabva
keuntungan tersebul bersifat pelengkap dalam kattannya dengan keuntungan yang dimakstid dalam ayat 1

‘berlaku

3 Retetludn-keleriuan ayal 1 betlaku pula terhadap heutlungan dan petyerlaan dalan suatu gaburigat
perusahaan, suatu usaha bersama atau gan suatu perwakilan 1ntuk operast internastonal

Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

1 Apabtla

(a) suatu perusahaan dan suaty Negara pihak pada Persetujuan baitk secara langsung maupun
tidak fangsung turul serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu pesusahaan dt
Negara pihak pada Persetujuan lainnya, atau

{b) orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turul serla dalam
manajemen, pengawasart alau modal suatu perusatiman dan Negara pihak pada Persetujuan
dan sualu perusahaan dan MNegara pihak pada Persetujuan lainnya,

dan dalam kedua hal i1 antara kedua penssahaan  dimaksud dalam hubungan dagangnya atau
hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang darn yang lazimnya beriaku
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aniara perusahaan-perusahiaan yang sarma sekall bebas salu sama 1ain maka seliap laba yang sehatusriya
mitenma cleh salah salu peruszlizan jika syarat-syarat itu icak ada, namun fidak dierirnanya karena adanya
syaral- syatat tersebut, dapat ditanit:ahnan pada laha perusahaan itu dan dikenakan pajak

2 Apabila sualu MNegara pitiak pada Persetijuan melakukan pembelutan atas (aba suatu perusahaan di
Negara ity - dan Jkenakan pajah- sedang bagian laba yang dibetulkan itu adatah juga meiupakan faba
perusahaan yang telal, dikenakan pajak di Negara prhak pada Perselujuan lainnya dan laba tersebut adatats
taba yang merupakan hak negara yang disebut pertama yang yang memang seharusnya diperoleh perusahaan
di Negara yang disebiit pernama seandainya berdasarkan syarat syaral yang dibual antara kegua perusahaan
yang sepenuhnya bebas, Negaia pihak jsada Persetujuan lainnya akan melakukan penyesuaian penyesuaian
alas jurnlah laba yang dikenakan pajak dan pelusataan di Negara pihak pada Petsetujuan lainnya 1ersebut,
dinana Negara lain tu memperimbangkan membenarkan penyesuaian Dalam melakukan penyesuatan-
penyesuaian ttu diharuskan untuk memperhatikar: ketantuan keterluan tuin datam perselu;uan it dan apabila
dranggap perlu pejabal-pejabal yang berwenang dari kedua Negara saiing berkonsultasi Namun demikian,
dalam keadaan tertentu, sualu Negara phak pads Persetujuan hidak akan melakukan pembetulan laha
perusahaan setelah batas wakiu yang diberikan oleh undang-undang masing-inasiig negara dilampaul

Pasal 10
DEVIDEN

1 Oividen yang dibayarkan olelr suaflu perseroan yang berkedudukan ch suatu Negara phak pada
Persetuyjuan kepada penduduk !legara piliak pada Persetujuan lainnya dapral dikenakan pajak di | legara lain
lersebut

2 Mamun demikian divider: tu dapat juga dikenakan pzjak di Megara pihak pada Perselujuan d mana
perseroan yang membayatkan dividen tersebut berkedudishan dan sesual dengan perundang- undanqgan
Negara lersebut, shan letapt apabila penenma dividen adalah pemilik saham yang menthinal dividen tu, maka

pajak yang dikenakan lidak akan meletibt

a) 10 persen dan jumiah kolor dwiden apatwla pemilih saham yang menkmat dmden adalah
perseioan (lidak termasuk persekutuan) yang ineimegang langsuny paling sedikit 25 persen dort
modal perseroan yang membayarkan dividen,

b) 15 persen dan jumish kotor dividen untuk hat lanvya

3 Istitah "dmmden” sebagaimana tigunakan dalam- Pasal it berarti penghasilan dan saham.saham,
saham-saham “jouissance” atau hak “jouissance’”, saham-saham pemikkan atau hak-hak fain yang buhan
merupakan sirat tagihan piutang, yang berhak alas pembagtan laba, maupun penghastlan lamnnya dan hak.
hah perseroan yang ulelhs undang-undang perpajahan Negare i mana peseroan yarng membagikan dviden ity
berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sama dengan penghasiian dan saham-saham, dan
penghasiian yang dipercleh dar dana investasi dan "nivestment frust”

4 Keuntungan darn suatu perusahaan dan Negara pihak pada Perselujuan yang menjalankan usaha
Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalu benluk usaha tetap yang berada disana, setelah dikenakan
pajak menurut Pasal 7, dikenakan pajak alas jumlah sisa di Negara pihak pada Persetujuan dimana bentuk
usaha tetap berada dan sesuai dengan ayat 2 dan Pasal il

5 Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemiltk saham yang menikmati dividen,
yang merupakan penduduk dan suatu Megara pthak pada Persetujuan, melakukan kegiatan usaha v Negara
pihiak pada Perselujuan fannya, d mara perseroan yang membayarkan dividen itu betkedudukan, melaha
sualu bentuk usaha tetap yang berada dt Indonesia, atau dalem hal penduduk Turki menjalankan pekerjaan
bebas di Indonesia melalu suatu tempat lertentu yang berada di sana dan penifikan saham-saham yang
menghasiikan dividen it mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha telap atau tempat tertentu
ny Dalam hal demihian, lergantung pacdle masalahnya bheriaku ketentuan-kelertuan Pasal 7 atau Fasal 14

Pasal 11
BUNGA

1 Bunga yang berasal dan suatu Negara pihak pada Persetyjuan dan dibayarkan kepada penduduk
Negara pthak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak ds Negara lain tersebut
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2 Namun dermikian, bunga tersebul dapal juga dikenskan pajak di Negara pihak pada Peisetujuan
tempat bunga itu berasal, dan sesual dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan telap apabila
penenma dan pemiik bunga adalah pemben pinjaman yang memkmat: bunga itu, maka pajak yang dikenakan
tgak akan metebin 10 persen dan jumiah kotor bunga Pejabat yang berwenang dar Negara pihak pada

Persetuyjuan dengan persetujuan bersama akan menyelesaikan talacara aphikasi dar pembatasan int
3 Menyimpang dart ketentuan-ketentuan ayat 2, bunga yang berasal dar

a) Turhi dan dibayarkan pada Pemenntah Indonesia atau Bank hwdonesia (Bank Senlial) akasn
dibetaskan datt pajisk Turkt

b) Indonesia dan dibayaikan pada Pemeuntah Turki atau Bank Sentral Turkr {Turkiye Cumhunyet
Merkez Barkasl) or to the Turkish Emimbarnk (Turloye lhracal Kredi Bankasi A S) akan
dibebaskan dari pajak indonesia,

4 Isiiah “bunga" yang digunakzn dalam Pasal i beradi penghasizn dan semu3a jens taghan hulang,
baic yang dyarmin dengan hupulik iaupun lidak dan baik yang inempunyai hak alas pembagtarn laba maugsn
Wdak dan Khususnya pengliasitan dan surat-sutal pesbendahataan Negara dan sutal-sutal obligas atau surat-
sural hutang, termasuk bunga atas pembayaran untuk penjuatan dimuka

5 Ketenluan-kelentuan ayat 1 sampai ayat 2 tdak akan hetlaku apatwls pernben gargaman yang
menkmati bunga tadi beikedudukan di suatu Negara pihak pada Perselujuan, mefakihan kegiatan usaha di
Hegara pihak pada Persetujuan lamnya di mana temipal bunga tu berasal melatui suatu bentuk usaha 113D
yang beiada di sana, alau dalam hal seuiang penduduk Turthi merjalankan pekenjaan bebas di Indonesia
melalu suatu tempat tetap yang berada di Indonesia, dan taghan hulang yang menghasikan bunga itu
mempuryai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau fempat tetap nu Dalam nal aermikian,
tlergantung pada masatahinya, bellaku ketentuan ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14

6 Bunga dangaap berasal dan sualy Megara pihak pada Perselujuan apabia yang membayarkan bunga
sualah MNegara itu sendiny, bagian ketalanegaraznnya, pemenntah dagrahnya, atau penduduk Megarz tersebut.
Nainun denmvkian, apabia orang alau badan yang membayar bunga ifu, lanpa memanduny apokall @
penduduk sualu Negara pitiak pada Persetujuan atau Lidak, mempunyal bentuk usaha tetap atau lempat tetap
di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayaiian menjadi beban bentuk usata tetap
atau tempat tetap tersebut, maka bunga ttu akan dianggap berasal dan Negara pihak pada Persetujuan cfi
mana hentuk usaha tetap atau tempal tetap itu berada

7 Jika karena alasan adanya hubungan 1stimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmatt
bunga alau arfara keduanya dengan ourang atau badan lai dengan mempethatikan besainya tagihan hutang
yang menghasikan bunga Au, jJunidah bunga yang dibayarkan melebi jumlah yang sehatusnya diselujut
anlara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga seandainya hubungan istmewa itu lidak ada, maka
ketentuan-keteniuan Pasal int akan beilaku hanya atas Jumiah yang tefah disetuju tersebut Daiam hat
demikian, jumiah keleblhan pembayaran tersebut akan telap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-
undangan masing- masing Negara pihak pada Perselujuan dengan mernperhatikan ketentuan-ketentuan
lainnya dalam Persetujuan ing

Pasal 12

ROYALT!

1 Rayalu yang berasal dar Negara pi'iak pada Persetujuan dar dibayarkan kepada penduduk dari suafu
Negara pihak pada Persefujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut.

2 Namun demikian, royalli tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana
royalli berasal, dan sesuai dengan peruncang-undangan Negara Hu, fetapl apabia penenma royalti adalah
pemidik yang berhak menikmati royalll pajak yang dikenakan lidak akan melebthi 10% dari jumtah bruto royalti
Pejabat yang berwenang dan Negaia pihak pacda Persetujuan dengan persetujuan bersama menyelesakan
lacacaia aplhkas! dan pembatasan nu

3 Istilah "royailti" yang digunakan dalam Pasal ini berari segala bentuk pembayaran yang ditenma
sebagui balas jasa alas penggunaan, alau hak menggunakan seliap hak cypla kesusasleraan, kesernan atau
karya iimiah termasuk film-sinematografl dan rekaman untuk siaran radio dan televisi, paten, merek dagang,
pola atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan, atau keterangan mengenai pengafaman
dibiaang ndustri, perdagangan atau imu pengetahuan ataud penggunaan atau hak menggunakan
periangkapan-periengkapar: industn, perdagangan atau Hmu pengetahuan
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4 Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku, apatia pthak yang memiliki hak menikmali, yang
mefupakan penduduk suzlu Megara phak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihek pada
Perselupuan lannya di mana toyalt betasal, melatu suatu beruk usaha lelap yang berada disana, alau dalgm
hal seorang penduduk Turki melakiukan sualu pekenaan bebas di Negata Indonesta melalut suatu tempat tetap
yang berada d Indonesia, dan hak atau ritilc yang menghastikan royaili iu mempuriyar hubungan yang efekut
dengan bentuk usaha telap atau tempat tetap nu Datam hal yemikian, terganiung pada masalahnya Leraku
ketentuan Pasal 7 atau Pasail 14

5 Royali dapat dianggap berasal dan Negara pihak pada Persetujsan apabila pernbayarnya adalah
Megara ftu sendi, baglan ketatanegarazn, pemenniah daerah, alau penduduk dan Negara lersebul Hiamun
dermihian, apabila orang aldu badan yang mermbayatkan wyall ilu, lanpa 1nemandeny apaheh ia )enduduk
sualu Negara pthak pada Perselujuan alau bukan, memiitki bentuk usaha telap atau tempat letap ar sualu
tlegara pihak pada Perselujuan di mana hak alau millk yang menghasitkan royalti ltu mempunya: hutungan
efektif gan royaitl lersebut menjadi beban beniuk usaha letap atau tempat 1etap tersebut, maka toya U
dianggap berasal darn Negara di mana hentuk usatia tetap atau tempat tetap ftu terada

5 Jka karena alasan adanya hubungan istinewa anlara pembayat dengan pemilik hak yang mentkimalt
atau anlara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan penggunaan hak atau keterangan
yang mengakibatkan pembayaran flu, jumiah royalll yang dibayarkan #tu melebihi jumilah yang seharusnya
disepakati oleh pembayar dan pemiiik hak seandainya tidak ada hubungan istimewa, maka kelentuan-
hetentuan Pasal int hanya akan berlaku terhadap jumlah yang disebut teraktur Dalam hal demikian, juimish
kelebihan pembayaran lersebut akan telap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-
masing Megara phak pada Persefujuan dengan memperhattkan kelenluan-kelenfuan lainnya daiam
Puarsetujuan uu

Pasal 13
KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA

1 Penghasilan yang diperoleh pendiduk suatu Negara phak pada Persetujuan dari permmdahtanganan
harta tak geralk, sebagatmana dimaksud dalam Masal 6 dan teretak di Negara pihak pada Perselujuan lamnya,

capal dikenakan pajak di Megara pthak lainnya fersebut

2 Penghasitan darn pemindatitanganan harta gerak yang merupakan bagian kehayaan sualu bentuk
-usaha tetap yang dimiiki oleh perusahaan dan suatu Negafa pihak pada Persetujuan di Negara pihak pada
Persetujuan lainnya atau dan hara gerak yang meiupakan bagian dan suatu lempal letap yang lersedia bag
penduduk sualu Negara pihak pada Persetuyjuan dt Negara piiak pada Perselujuan lainnya untuk moksud
melakukan pekerjaan bebas, lermasuk keuntungan dail pemindashlanganan bentuk usaha tetap nu (tersendit
atau beserta keseluruhan perusahaan) atau lempal telap, dapat dikeniakan pajak i Negara pihak lannya

teisebut

3 Keuntungah yang diperoleh  seorang penduduk  dan  Negara pihak pada Perselujuan  dan
pemingartanganan kapal kapal alau pesawal udara yang beropetast di laluiintas miernasional atau harta gerak
yang ada hubungannya dengan pengupia2tiasn wapal-kapzl elady pesawal udaia hanya akan dikenakan pajak di
Iegara ilu

4 Keuntungan dafn pemindahtanganan hara lainnya, kezuah yang disebut pada ayat-ayat 1,2 dan 3,
hanya akan dkenakan papk di Meyaia pihak pada Persetujuan M malia orang/hadan yang memitidankan
hara ttu berkedudukan Namun demikian, keuntungan dan pemindantanganan hara yang disebutkan dalam
hahmat sebelumiya dan diperolels dan Fegara plhiah pada Persetyjuan lainnya, akan diheniakan pajeh di
IMegara pihak pada Perselujuan lainnya apablia masa perolehan dan pemindahlanganan hdak melebih satu
tahun
Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS

1 Penghasian yang dipeivleh perduduk dan sualu Neygaia pihak pada Perselujuan sehubungat Jdengan
Jasa-jasa profesional atau pekerjaan Lebas latminya hanya akan dikenakan pajak di egara itu kecuah apabia 1a
mempunyal sualu lempal tetap yang lersedia secara leratur baginya untulk menjalankan hegiatan-kegiatan d
Negara pihak paga Persetujuan tainnya tu atau 12 berada di Negara pinak lainnya fu selama suatu masa atau
masa-masa yang melebitn 143 har dalam masa rna belas bulan Apahila ja mempunyai tempat letap lersebt
alau berada’ di Negara pihak lainya iy selarma mase alau masa-masa lersebut di atas, maka penghasilan
lersebut dapatl dikenakan pajak i Negaia pihak rainnya fu lelapt hanya sepaniang penghasiian itu dianggap
berasal dan tempal t1etap lersebut atau diperoleh d Megata laar ity atau sefama masa atau masa-masa tersebat
Ut atas
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2 Istifah “jasa jasa profesicnal® terutama meliputi kegiatan kegiaten di bidang ifmu  pengetaliuan,
kesusasleraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran yang dilakukan secara independen, demikian juga
pekerjaan-pekenaan hebas yang dilakitkan nleh para dokiler, ahiit hukum, ahlt leknik, arsilek dokter gigi dan
para akuntan

Pasal 18
PENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1 Dengan memperhatikan kelentuan-ketentuan Pasal pasal 16, 18, 19 dan 20 ga)t, upah dan imbalan
lainnya yang serupa yeng ciperoleh penduduk suaiu Negara itk pacla Persetujuan karena pekeijdan dalain
hubungan kenja, harya akan dikenakan pajak di Negara fu, kecuall peherjaan fersebut dilakukan dir Negara
pihalc pada Persetupuan tamnya Dalam hal demikian, maha imbalan yang diterima dan pekerjaan dimaksud
dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya itu

2 Menyimpang dan ketentuan-helentuan ayat 1, wnbalan yang ditenma atau diperaleh penduduk dar
suatu Negara pihak pada Persetujuan dan pekerjaan yang dilakukan di Negaia pihak pada Perselijuan
lainnya, hanya akan dikenakan pajak di Megara yang disebut pertama apzbtia

a) penenma imbalan berada ¢ Negara pihak lainnya u dalam sualu masa alau masa-masa yang
jumdahnya tidak melebity 183 har dalam masa dua belas bulan, dan

b) imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pembett kerja yang bukan merupakan penduduk
Negara pthak lainnya tersebut, dan

c) imbalan tu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempal tetap yang dimilk oleh pemberi
kerja di Negara pihak lamn tersebut

3. Menyimpang dari kelentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal inl, imbalan yang diperoleh karena
pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laul atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur (alufimas
nternasional oleh suatu perusahaan dan suatu Megara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di
Negara itu

Pasal 16
IMBALAN PARA DIREKTUR

imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara
phak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggola dewan dweklur suatu perseroan dan
perusahaan yaig berkedudukan di sualu Negara pihak pada Perselyjuan faintya dapatl dikenakar: pajak Ji
Negara pihak lainnya tersebut

Pasal 17
PARA ARTIS DAN ATLIT

1 Menyimpang dan ketentuan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk darn flegara prhak
pada Persetujuan sebagai arlis seperl anis teates, film, radio atau lelevisi alau pemain musik atau sebagai atht,
dan kegiatan-kegialan perseoranjannya yang diakukan di Negara pihak pada Persetijuan lannya dafal
dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan latnnya tersebut

2 Apabila penghasilan sehubungan dengan kegialan-kegiatan perseorangan yang dilakukan oleh anis
dan atut lersebut ditenma bukan oleh semiman atau atit nu sendirt letapr oleh orang alau bagan lain,
lnunynnpang Jatl kelernlual-ketentuan Pasal 7, 14 dan 15, maka pelighasilar tetsebul dapat dikenahat pajak
di Negara pihak pada Persetujuan dinana kegialan-kegaiatan semman atau olahragawan itu dilakukan

3 Penghastian yang ditenma oleh seruman atau clahragawan 0af kegialan yang dilakukan di suatu
Megara pihak pada Persetujian sken dibelaskan dan pengenaan pajak di Negara tu, apahua kungungan ke
Negara itu adalah diblayal seluruhnga atau sebagian besar oleh dana publik dan Negara pihah pada
Mersetujuan lannya, bagian ketatanegaraan atau pemetintah daeranya
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Pasal 18
PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

1 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 2 dan Pasal 19, penstun dan imbalan sejenis lannya
yang dibayarkan kepada penduduk dan sualu Negaa pihak pads Perselijuan yang bersumber dan Negara
pihak pada Persetujuan lainnya sehubungan dengan pekerjaan alau jasa-jasa dalam hubungan kena di Hegara
pihak pada Persetujuan lainnya di masa fampau dan lunjangan har fua yang dibayarkan kepada penduduk
darn sumber tersebul hanya akan dikenakan pajak di Negara tainnya itu

2 Pensiun dan tunjangan harn tua dibayarkan, dan pembayaran penodik lamnya atau sekah-sehall yang
dilakukan oleh sualu Negara pihak pada Perselujuan atau bagian ketalanegaraannya berkenaan dengan
acuranss kecelakaan parseorangan, dapat dikenakar pajak dy Megara flu

3 Istlah funjangan han tua” berari suatu jumiah lerentu yang dibayarkan secara berkala pada wakiu
lerteritu selama hidup alau selama masa atau jangka vwakiu tertenlu, berdasarkan sualu kewapban untuk
melakukan pembayaran sebagal penggantian balas jasa yang memadai dan penuh dalam bentuk uang atau
yang dapal dinila) dengan vang

Pasat 19
PEJABAT PEMERINTAH

-

{3) Imbalan, selain dan pensiun, yang dibayarkan cleh Negara pihak pada Persetujuan, atau
bagian kelalaneqaraannya aiau pemenntah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan
jasa-jasa yang dibenkan hepada Megara lersebud alau pemenntahnya, hanya akan dikenakan
pajak Ui leyara u

(b) MNamun demikaan, mbaian tersebul hanya akan dikenakan pajak i Hegara pihak pada
Persetujuan lainnya apabila jasa-jasa lersebut dibenkan di Negaia pinak tainnya itu gan vrang
tersebul adalah penduduk Hegara i yang

(1) merupakan waiganegaia dan Negara iy, alau
(D] tigak menjadi penduduk Hegara itu semata mata hanya untuk maksud rnembenkan jasa-
Java lersebul

z a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dan dana yang dibentuk oleh sualu HNegara punak pada
Perselujuan atau bagtan ketatanegaraannya alau pemennlah daerahnya kepada seseorang
sehubungan dengan jasa-lasa yany chbetikannya kepada ldegara il alan bagiannya alan
pemenntahnya hanya ahan dihkenahkan pajak di Negara ity

b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak d Megata pihak pada

Persetujuan lainnya bilainana vraiyg tersebul adalaly penduduk dans waigatieyara def Neyaia
ity

w

Kketentuan-ketentuan dalam Fasal pasal 15, 16 dan 18 akan ber'aku terhadap gap upah dan imbalan
ejens lamnya dan pada pensinin dan jasa-jasa yang diberkan sehubingan dengan usahe yang dyaiankan
Ieh sualu Negara pihak pada Perselujuan, baglan hetatanegarasnnya atau permenntah daerahnya

n

[<]

Pasal 20
GURU DAN SISWA

1 Pembayaran-pembayaran * yang dilerima oleh siswa peserta iatihan wusaha yang merupakar
warganegara sualu Megara pihak pada Persetujuan dan berada di Negara pihak pada Perselujuan lainnya
sernata-mala untuk menyikuli peiddidikan atau (alhar, tidek akan dkenakan pajak Ji Negaid latin tya,
sepanjang pembayaran-pembayaran lersebul adalah untuk keperiuan hidup, pendidikan, atau latitannya dan
pembayaran yang diperclehinya berasal dar tuzt Negara pthak lainnya

2 Sebaliknya, 1mbalan yang diterima oleh guru dan oleh instruktur yang merupakan warganegara (lan
suatu Negara pihak pada Perselujuan dan yang berada di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dan tujuan
utamanya mengajar atau melakukain peneliian Wmiah untuk sualu masa atau masa-masa tidak lebin dan dua
tahun berturut-turut akan dibebaskan dan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya du atas imbalan vang
JHenima dafi [@sd perscotangdn dall menga)dl dan Meneil), asalhan perbayaran yang diperolehinyg beiasal
dari luar Negara pihak lainnya tu
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3 inbalan yany dilenma seorany siswd dlau peserta lalibian yarig imetupahar waiganegdra sualu Meyara
phak pada Peisetujuan yang diperuleh dan lhubungan hetya yang dilahukannya di Negara pihak pata
Persetujuan lannya untuk suatu masa atau masa-masa Ldak melebifu 183 tLan dalam satu talwn 1akvam,
sehubungan untuk mendapatkan pengaiaman praklis yang bethubunigan dengan pendidikannya alau iofmass,
udak akan dikenakan pajsak di Negara lamnya tu

Pasal 21
PENGHASILAN LAINNYA

Jenis-jeris penghasilan lainiya dan scorang penduduh yang bLdah disebuthan dalam pasal-pasal
terdanulu dalam Persetujuan Nl hatiya akan dikenakan pajak di Negara tersebut, kecuali apabila penghasian
teisebul diperoleh dan sumber-sumber di dalam MNegara pthak pada Percefujuan lamnya capat juga
penghasilan tersebut dikenakan pajak U Negasa lainnya ity

Pasal 22
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
1 Pajak berganda utituk penduduk Turki akan dihindan sebagal bankut
a) Apabiia seorang penduduk Turki memperoleh penghasilan semala-mata dar penghasilan yang

chicakup dalam ayat (1), selanjutnya, menurut kelentuan-ketentuan dan Persetupar: int dapal
dikenahkan pajak di Indonesia, Turki ahan membebashan pengtasilan letsebul danl pengenaan
pajak tctapt dalarn mengrilung pajak atas penghasilan sisanya dan orang/badan lersebut,
aienma tauf pajak yang digunahan apabita pengliasian yang dibebaskan itu idak dibebaskan

b) Apabita seorang penduduk Turks memperolen penghasilan yang menurut ketentuan Pasal 10,
11, 12 dan ayat 4 Pasal 13 Persatujuan mi dapat dikenakan pajak di Indonesia, Tuik) skan

memperkenankan sualu pengurangan dan pajak alas penghasian orang/baaan iy, sejumian
yang sama dengan najak yang dibayar di Indonesia

Mamun demikian pengurangan tersebul tidak akan melebiht bagian dart pajak yang dihitung sebelum
pEngUrangan dibenhan, yang sesual dengan becarnya penghasian yang dapat dikenakan pajek di indonesia

2 Pajak Berganda untuk penduduk Indonesia akan dinindan sebagal benikut

Apabia seorang penduduk Indonesia memperoleh penghastan dan Turkl jumlah pajak alas
penghasian itu yang dibayarkan di Turke menurut ketentuan darai Persetujuan ini dapat dikreditkan dengan
pajah yang Ohenakan di indonesia alas penduduh tersebut Namun deminian jurnlah kredit tdak boteh
melebihs jumlah pajak di Indonesia alas penghasiian yang dihitung sesual dengan undang-undang pajak
Indonesia dan peraturan-petaturaniya

Pasal 23
NON DISKRIMINASI

1 Waiyaieyara Jaf suaslu Negaia pihak pada Perselujuan lidak akdr dikerakai pajak alau kewa)lbol
apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, yang berlainan alau
lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewayban pihak, yang dikeriakan atsu dapst
dikenakan lerhadap warganegara dar Negara pihak lainnya dalam keadaazn yang sama, Secaia Knusus
herkenaan dengan lempat inggal

2 Tunduk pada ketenluan-kelentuan dan ayal 4 Pasal 10 pengenaan pajak alas bentuk usahia letap yang
ainitila oleh suatu perusahaan dan Hegara pihak pada Persetujuan o Negara pihah pada Persetujuan lainnya,
udak akan difakukan dengan cala yang kuwiang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak alas
perusaliaan perusahaan yang menyalankan kegialan hegiatan yany sarna di Negara pihak laitinya tu

3 Perusahaan di sualu Neqara pihak pada Persetupian, yang modalnya sebagian atau seluruhnya
dimvliki atau dikuasal bark langsuny atau Wdak fangsung oleli peiduduk dan Megara pihak pada Persetujuan
lannya, lidak akan dikenakar pajak alau kewapban apapun yang berkailan dengan pengenaan pajak di Negard
yang disebul pertama yang berlainan alau lebih memberalkan daupada pengenaan pajak  dan kewajpban-
kewajban dimaksud yang dikenakan alau dapal dikenakan tethadap perusahaar-perusahaan lainnya yang
serupa di Negara yang aisebul pertama

Yiirutme ve Idare Bolumu Sayfa 109



Sayfa : 110 RESMI GAZETE 15 Subat 2000 - Say: : 23965
e e ——————————— et e

4 Ketentuan-hetentuan i idak dapal ditafsihan sebagal méwajibhan sualu Negara pihak pada
Persetujuan untuk membenkan kepada penduduk Negara pihak pada Perselujuan lainnya suatu potongan
keluarga, kernnganan-keringanan dan pengurangan-penguiangan apapun berdasarkan stetus sipl atay beban
keluarga urduk tuuan pengenaan peajak seperlt yang dibernkan kepeda pendudukiya sendin

Pasal 24
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

1 Apabila seorang penduduk menganggap hahwa tindakan-tindakan safah satu atau kedua Negara pihak
pada Perselujuan mengakibatkan atau skan mengakibstkan pengenaan pajsk yany tidak sesual dengan
Persetujuan i, maka lerlepas dafi cara-Cala penyelesalan yang diatur olen perundang-undangan nasional dai
masing-masing Negara, maka la dapal mengaejukan masalahiiya kepada pejabat yang berwenang di Negara
rthak pada Fersetyjuan o mana 1a berkedudukan, atau apatala masalah yang timbul menyangkut  ayat 1
Pasal 23 kepada pejabat yanQ berwenanq o1 Negara pihak pada Persetujuan dimana a menjadi warganegara

2 Apablla keberalan yang diajukan itu cukup beralasan unfuk diselesalkan dan apabila atas inasalah) ity
ndak dapal ditermukan suatu penyelesalan yang remuaskan, Pepabat yang berwenang akan berusaha
menyelesatkan masalah tu melal perscivjuan bersama dengan pejabal yang berweriang dan MNegara pada

Persetujuan lainnya, untuk mencegah pengtundaran pajak yang lidak sesuat dengan Peisetujuan 1

3 Fejabal-pejabat yang berwenang dan kedua Negara pthak pada Perselyjliars ahan berusaha uniuk
menyelesatkan relalul suatu persetujuan bersama alas seliap kesulilan alau keragu-raquan yang lmbul
dzlam penafsiran alau penerapan Perselujuan - Mereka dapat juga berkonsultasi bersama untuk mencegah
peniyeniaan pajak betganda dalam hal tidak diatut dalan peiselujuan

4 Pejabat-pejabal yang berwenang can kedua Negara pthak pada Persetujuan dapat berhubungar
langsung safu sama lain untuk mencapal persetujuan sehagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya
Pejabal-pejahal yang benwvenang, melalid konsullas) akan menetapkan prosedure-prnsecdire, syarat-syatal,
cara cara dan teknik-tehnk untuk mereahsir prosedure persetujuan bersama yanyg diatur dalam pasal irn

Pasal 25
PERTUKARAN INFORMASI

1 lbejaval pejabat yang Derwenang dan Kedua [legara pihak pada Perselujuan sKan Melahukan tukar
menukar Informass yang diperlukan untuk melaksanakan kelentuan ketentuan dalaim Perselujuan i atau
uniuh melaksanakan undang uhdang nasional Negala fasig hasing tnehgeénal pajak fiajak yarg Jdicaku)s
dalam Perselujuan, sepanjang pengenaan pajak menurul undang-uidang |legaia yang bersangkulan udak
Lettetdangan dengan Peiselujuan ne Seliap mformast yang dlenma oleh sualu Megara piliak peda
Fersetiyuan akan dyaga kerahasiaaniya dengan cara yang sama sepeflt apabila mionnmas: tu diperoleh
Lerdasarkan perundang-Lndangsn nasional Negata lersebul dan hanya dapal duungkapkan kepada arang atau
badan atau pejabat-pejabat (lermasuk pengadilan dan badar; badan admiistratify y8ng berkepenungan dalaims
PEnelapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang undang alau penuntuian, alau dalam Mernutuskan
keteratan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan i CQrang alau badan atau para
Elabal tersebut hanya boleh rietnbenkan informast u untuk oaksudd 1ersebut di alas Merena dapal juga
agga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk:

(a) melaksanakan tindakan-tindakan admimstratif yang bertentangan dengan
perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara 1tu
atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;

() memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan
perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara
tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;

(c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang
perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara
perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan
dengan kebijaksanaan umum (odre public).
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Pasal 26
ANGGOTA-ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

i Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimexa di bidang fiskal
dari anggota-anggota misi matik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum
hukum internasional atau berdasarkan atnan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

Pasal 27
BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahu
Negara pihak pada tujuan lainnya mengenai telah dipenul!lin a syarat-syarat berdasarkan
perundang-undangannya untuk berlakukan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku
pada tanggal pemberitahuan yang terakhir.

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku:

(a) mengenai pajak yang dipotong pada sumber atas jumlah yang dibayarkan
atau dikreditkan pada atau setelah hari pertama Januari berikutnya sesudah
tanggal berlakunya Persetujuan ini;

(b) mengenai pajak lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau
setelah hari pertama Januari tahun berikutnya sesudah tanggal berlakunya
Persetujuan ini.

Pasal 28
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh  salah
satu Negara pihak ~pada Persetujuan. Masing-masing Negara ihak  pada

Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-
saturan diplornalik, dengan menyampatkan pembenlahuan lentang berakhimya Persetujuan paling lambat 6
bulan sebelum berokhirnya lahun kalender setelah jangka waktu 5 (hma) tahun sejak tanggal berlakunya
Persetujuan.

Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan lidak berlaku lagt

{a) mengenai pajak yang dipolong pada sumber, atas jumlah yang dibayar atau dikreditkan pada
alau selelah han perfama bulan Januari berkulnya selelah tangga! permnberntahuan berakhirnya
Perselujuan dibetikan,

(b} mengenal pajak-pajak lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah hari
pertama bulan Januan tahun benkulnya seteiah tanggal pemberitahuan berakhirnya Persetujuan
diberikan

DENGAN KESAKSIAN para perandatangan i bawah i, yang lelah memperoleh kuasa yang salh
telah menandatangant Persetujuan i den membubuhkan segel

DIBUAT dalam rangkap dua di , pada tanggal 199 | dalam bhahasa Tinkt,
Indonesia, dan Inggns, ketiga naskah fersebut berkekualar sama Dalam hal 1enadi perbedaan penafsian
diantara naskali-naskan tersebut, Maka naskah yang berlaku adalan naskah dalam bahasa inggus

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK TURKI REPUBLIK INDONESIA
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PROTOKOL

Pada saal petanda-langanait Petselujuan metygenal Penylmwaran Fajak Beiyaida dan Penceyahian
Fengelakan Pajak yang beihubungan dengan pajak-pajak alas penghasilan, yany diadakan pada hati ini
antara Pemenintah Republik Turki dan Femerintah Republik Indonesia, para penandalangan di bawah mi telaly
benmmifakal Lahwa kelenfuan-ketenfuan yang bernkul merupakan bagian yang lak lerpisahkan danpada
Peteatijlian

1 Sehuhungan denyan Pasal §

Diseluui Lalwa pelyyunaan fuatyan-iuangan yary seniala-mala dimaksuken unluk perryeralian
barang-barang alau barang-barang dagangan dan pemeliharaan peisediaan barang-barang etau barang-
barang dagangan yany scrata mata dimaksudkan untuk penyerahan lidak termasuk sebagai bentuk usaha
tetap dalam pelaksanaan Perselujyan ini Namun demikian, penyerahan yang leralur dan kegratan seseorang
selain dat agen yang beilindak bebas dan sebuah penmsahgan dan yang biasanya melakiksn pengisusan
persediaan barang-barang atau barang-barang dagangan di Negara pihak lainnya pada Perselujuan, dianggap
sebaga bentuk usaha letap sebagannana ditentukan dalam pelaksanaan Persetujuan i

2 Selwbuiwat deigan Pasal 10

Kelenfuan dalam ayat 4 Pasal uv lidak akan mempengatuhi ketentuan ketentuan yang terkandung
datam seliap konltak bagt hasi atau konlrak-kohliak fain yang serupa yang berhubungan dengan sektor
minyak dan gas alan sekior perlambangan lwnnya yang difandatangan oleh Pemenntah Indonesta, hadan-
badan pemenntahannya, perusahaan minyak dan gas negara atau badan-badan lainnya dengan orang dan
badan yang men@ad penduduk [urks

3 Selwbutigan Jetegan Fasal 16

istilah “anggota dewsn dueklur sualu perseroan™ melpuli para managing drector (anggota pengurus)
dan paia supervisory direclors (angguta dewan konvsans) dan sualu persetoan Indonesta

4 Sehubunigan dengan {*asal 24

Untuk kepentingan ayat 3 Fasal XXl (Konsultas) dan Perselupan Umum Perdagangan dan Jasa,
Neuara-neyara [nhak pada Perselujuan menyeliyun Lalwa menyingiaiyg dan ayal terselst, apabila terjadi
perselisihan anlara Fersetujuan lersebit dengan Ferselujuan ini mengenar apakah sualu aturan yang lunduk

datam cakupan Perselwuan uy, akan diselesatkan melalu Cewan fPerdagangan dan Jasa sebagamana
ditentikan dengan ayat i, hanya dengan per<elujuan dan kedua MNeaara pihak pada Peiselujuan Keragu-
tanuan dalam menafsirkan ayat nu akan dipotoskan melatin ayat 3 Pasal 24 alan, apabila fidak diatur ¢alam

Fersetyjuan tersehu!, akan diselesaikan menurut cara-cara lan yang disetuyu oleh kedua tegara Fihak pada
iFereeluan

DENGAN KESAKSIAN paia penandalangan (! bawah i, yany lelah memperoleh kuasa yang sah telah
menandatangaty Peiselujuan wil dan membubuhkan segel

DIBUAT . ppaua \angpal 199 | dalam bahasa Turki. Indonesia.  dan Ingwts
Keliga naskah torsebul berkekuatan sama Dalam hal lenjach perbedaan penafsitan diantara naskah naskah
lersebwt, maka naskah yany berlaku adalah naskah bahasa Inggns

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK TURKI REPUBLIK INDONESIA
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